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DEPARTEMEN PERTAHANAN-
IN$PEKTORAT JENDERAL

PETUNJUK TEKNIS
Nomor : Juknis/ 002/ lX I 2009

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA

BAB- I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Mencermati perkembangan fingkungan strategis dan sering terjadinya
konflik di wilayah perbatasan akhir-akhir ini serta pesatnya perkembangan
teknologi khususnya industri pertahanan dan meningkainfh peran Atise
Pertahanan sebagai kepanjangan tangarlDephan di luar negeri,'maka dalam
Program Kerja Pengawasan Tahunan (pKpr) lgen Dephan dipandang pertu
mencantumkan obyek Kunjungan Kerja (Kunker) ke kawasan perbatasan,
Industri Strategis, Athan dan Kunjungah Kerja Khusus.

!. ltjen Dephan yang mengemban tugas dan fungsi pengawasan internaf
Dephan, salah satu perannya dalam pengawasan- aciahn melaksanakan
kunjungan kerja terhadap. obyek yang bernilai strategis terhadap peningkatan
kemampuan Pertahanan Negara

q. Agar pelaksanaan kunjungan kerja ltjen Dephan dapat berdaya guna
dan berhasil guna secara optimal diperlukan petunjuk teknis ditam
pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan. Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud untuk
memberikan pedoman tentang Penyelenggaraan kegiatan kunjungan keria ltjen
Dephan. dengan tujuan agar kegiatan dapat dilaksanakin secara 6retitir dan efisien.

t3 . Dasar.. . . .
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3. Dasar.

a. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2009 tentangWilayah Negara.

b. Keputusan presiden Rl Nomor
Organisasi perwakilan Rl diluar negeri.

Kepres 108 tahun 2003 tentano

c. Peraturan Menteri Pertahanan Rl Nomor : pER/01/MA/lll/2005 tanggal25 Agustus 2005 tentang susunan orgaflisasi dan tata ker;a oepartemenPertahanan.

d. Surat Keputusan Menhan Rl Nomor : Skep/732 truzoa| tanggar 27Oktober 2004 tentang Petunjur Teknis Kunjungan xer;a *iiavan perlatasan

e' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2007 tanggat 26Maiet 2007 tentang Standarisasi Sirana]'prasarana dan pelayanan lintas
batas antar negara.

f. Juklak lrjen Dephan Nomor : J,uklakiO0 I AX11AOB tanggal 15 September
2008 ' tentang Pengawasan dan Frimeriksaan di tingk;6;n oefartemen
Pertahanan.

g. Nota Kesepahaman Nomor : Nl(03fl/2006 tanggal 3 Januari 2006
tentang Pembinaan Industri Pertahanan dalam pemanfaatan.pengembangan
produk barang dan jasa BUMN untuk mendukung eertahan"nKiri.n"r.

4 Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup
tata cara dalam pelaksanaan kunjungan kerja ltjen Dephan dingan tata urut sebagaiberikut :

a.  Pendahuluan.
b. Obyek dan Sasaran Kunker.
c. Pelaksanaan Kunker
d. Penutup.

5. Pengertian.

a. Kawasan perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terdiri dari
wilayah darat dan laut yang terletak padi sisi dalam sepanjang batas wilayah
Indonesia dengan negara lain.

b Kinerja Athan adalah kegiatan dalam rangka memQangun, memelihara
9"n meningkatkan hubungan kerjasama antar Angkatan 

-Beisenlata 
daninstansi lain yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.

Memberikan laporan dan saran kepada perwakilan Rl, Kabais TNI tentangpengamanan personel, materiil, dokumen area study negara akreditasi dan
menyelesa ikan ad min istrasi kegiatan protokoler negara.

c' Badan Usaha lndustri Strategis adalah badan yang memproduksi bekalyang dapat menunjang alat utama sistem persenjataan lAtutsista) yang
digunakan untuk pertahanan Negara

rd .  Pe laksanaan . . . . .
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d. Pelaksanaan Tugas TNI dalam mengemban misi perdamaian dunia
dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan
hukum Internasional yang pelaksanaannyp diatur oleh Dewan Keamanan
PBB realisasinya disiapkan oleh pusat Misi penyelesaian perdamaian
(PMPP) Mabes TNl.

e. Kunjungan kerja khusus adalah kunjungan kerja dengan tujuan tertentu
untuk mendapatkan data terkini dalam rangka mendukung kepentingan
Pertahanan Negara.

BAB I I

OBYEK DAN SASARAN KUNJUNGAN KERJA

6. Umum. Kunjungan kerja dilaksanakan terhadap kawasan perbatasan
negara; kinerja Athan selaku kepanjangan tangan Menhan / Panglima TNI di luar
negeri; Badan Usaha Industri Strategis dan kunjungan kerja khusus yang memiliki
potensi dan berpengaruh terhadap kondisi pertbhanan Negara

7. Obyek Kunker.

a. Kawasan Perbatasan Wilayah Negara.

1) Wilayah Darat. Pos perbatasan dan Pos Lintas batas yaitu :

a) Perbatasan Kalimantan dengan Negara Malaysia.

b) Perbatasan Nusa Tenggara Timur (Nff) dengan Negara
Timor Leste.

c) Perbatasan Papua dengan Negara Papua Nugini.

2) Wilayah Laut. Pulau terdepan/terluar NKRI yang berbatasan
dengan Negara tetangga.

b. Atase Pertahanan yang merupakan kepanjangan tangan Menteri
Pertahanan Republik Indonesia/ Panglima TNI di luar negeri.

c. Industri Pertahanan yang merupakan Industri dalam negeri BUMN /
swasta yang mendukung Departemen Pertahanan dalam pemanfaatan dan
pengembangan produk barang dan jasa untuk Pertahanan Nasional.

d. Kunker Khusus merupakan kunjungan kerja yang dilaksanakan
berdasarkan kepentingan pada situasi dan kondisi serta perintah khusus.

18 .  Sasaran . . . . .
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8. Sasaran. Kunjungan kerja diprioritaskan untuk melihat kondisi nyata
dilapangan menyangkut Wiltas yang terkait dengan masalah lpoleksosbud, kinerja
Athan, kualitas Indhan dan urgenitas Kunker khusus dihadapkan dengan fungsi
Hanneg secara komprehensif

BAB _ III

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

9. Umum. Kunjungan kerja dilaksanakan terhadap kawasan perbatasan
negara, kinerja Athan selaku kepanjangan tangan Menhan di luar negeri; Badan
Usaha lndustri Strategis dan kunker khusus, perlu dilaksanakan secara sistematis
sesuai tahapan.

10. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

a. Kunjungan kerja perbatasan

1) Tahap Perencanaan. Dalam menyusun perencanaan kunjungan
kerja perlu melakukan koordinasi dengan instansiterkait antara lain :

a) Ditjen Strahan Dephan c.q. Ditwilhan dan Ditkersin untuk
mendapatkan data awaltentang obyek kawasan perbatasan.

b) ltjen TNl, Staf Operasi dan Staf Teritorial Kasum TNI
untuk pemberitahuan kepada satuan dibawahnya yang menjadi
obyek Kunker.

c) ltjen Angkatan, Dittopad, Dishidrosaldan Dispotrud untuk
mendapatkan data yang mutakhir tentang Peta dan tanda-tanda
batas NKRI.

d) Kodam, Koarma, Koopsau dan jajarannya, Lantamal,
Guspurla, Guskamla, Lanal dan Lanud

e) Pemda. Untuk memperoleh data lpoleksosbudhankam
di obyek Kunker diwilayahnya dan memperoleh perijinan
seperlunya.

2) Tahap Persiapan.

a). Menyelesaikan kelengkapan administrasi meliputi :

{1) Rencana Kunker wilayah perbatasan.
(2) Jadwal Kunker wilayah perbatasan.
(3) Program Kunker wilayah perbatasan.

l(4) Pemberitahuan...



\

(4) Pemberitahuan kepada Instansi yang terkait
dengan obYek Kunker.
(5) Perlengkapan dan Administrasi perjalanan dinas
dalam dan lain-lain.

b), Rapat ]<oordinasi intern dipimpin Pengenda|i Tim untuk
membahas hal-hal yang perlu disiapkan pada pelaksanaan
kunker antara lain :

(1) Kesiapan Tim tentang administrasi'anggaran dan
bahan kontak.
(2) Kesiapan obyek untuk penerimaan Tim i
(3) Arahan Pengendalitentang hal-hal khusus'

3) Tahap Pelaksanaan. Tim mengadakan pengumpulan data riil
dilapangan meliputi lpoleksosbudhankam, Pos lintas batas, sarana dan
prasarana dengan :

a )Me|aksanakanper temuandankoord inas idengan
instansi terkait tentang kepastian hukum di wilayah perbatasan
di obyek kunker dihabiri oleh pejabat terkait dijajaran Pemda
yang bersanglcutan. 'i'

b) Mengadakan pengecekan fisik situasi dan kondisi Pos
Perbatasan serta Pos Lintas batas.

c) Mengecek pelaksanaan pengamanan/patroli oleh satuan
tt tt Oan aparat terkait lain termasuk sarana dan prasarana
pendukungnYa.

d) Pengecekan terhadap geografi dan demografi, sarana
transportasi, alat komunikasi serta kondisi lpoleksosbudhankam
di obYek kunker.

4) TahaP PelaPoran.

a )Laporanhas i lKunkerw i |ayahperba tasanmen jad i
tanggung jawabKetuaT im,yangd ise |esa jkanpa | ing |ambat
dua belas hari sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan tugas dan

di sampaikan kepada lrjen Dephan, sesuai format terlampir.

b )LaporanKunkerw i layahperba tasand i |engkap idengan
dokumenpendukungyangaKua |dandapa td iper tanggung-
jawabkanser ta -d i |amp i r ihas i ldokumentas inya '
(camera/handYcam).

c) Membuat laporan intisari Kunker yang ditanda tangani
l r yenun tukd isampa ikanpadakesempatanper tamakepada
Menhan Rl '  

/  b.  Kunlungan. ' . .



b. Kunjungan kerja ke Athan.

1) Tahap Perencanaan. Dalam menyusun perencanaan kunjungan
kerja perlu melakukan koordinasi dengan instansiterkait antara lain :

a) ltjen Deplu Rl untuk mendapatkan informasi meliputi
Personel, Materiil dan manajemen Athan di KBRI.

b) Ditjen Strahan Dephan c.q. Ditkersin untuk mendapatkan
data tentang Atase Pertahanan, siswa yang mengikuti
pendidikan di luar dan dalam negeri. j

c) Ditjen Ranahan Dephan untuk mendapatkan informasi
tentang pengadaan alutsista TNI dengan fasilitas KE dan
kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh
Menhan/Panglima TNl.

d) ltjen TNI dan Bais TNI untuk mendapatkan informasi
perkembangan lingkungan strategis yang terkini di negara
akreditasi berkaitan dengan pertahanan negara Rl.

2) Tahap Persiapan. ,rl

a). Menyelesaikan kelengkapan administrasi meliputi :

(1) Rencana kunker Athan.

(2) Jadwal kunker Athan.

(3) Program kunker Athan.

(4) Pemberitahuan kepada ltjen, Direktur kawasan
Amerop (Amerika eropa), Aspasaf (Asia Pasifik dan
Afrika) Deplu Kedubes di KBRI Athan dan Instansi terkait
dengan obyek Kunker.

(5) Perlengkapan dan Administrasi perjalanan dinas
luar negeri.

b). Rapat koordinasi intern dipimpin pengendali Tim untuk
membahas hal-hal yang perlu disiapkan pada pelaksanaan
kunker antara lain :

(1) Kesiapan Tim tentang administrasi,anggaran dan
bahan kontak berupa Plakat, Buku/barang dan lain-lain.
(2) Kesiapan obyek dalam penerimaan Tim.
(3) Arahan Pengendalitentang hal-hal khusus.



3) Tahap pelaksanaan Kunjungan kerja ke Athan.

a) Untuk mengetahui kondisi dan situasi tentang
Perkembangan yang menghambat pertahanan negara akreditas
dihadapkan dengan pelaksanaan tugas yang dibebankan
Menhan RllPanglima TNl.

b) Untuk mengetahui proses dan peran Athan dalam
pengadaan Alutsista yang didukung oleh anggaran yang berasal
dari KE dan Devisa.

4\ Tahap Pelaporan

a) Laporan hasil Kunker ke Atase Pertahanan menjadi
tanggungjawab Ketua Tim yang di selesaikan paling lambat
sepuluh hari sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan tugas dan
di sampaikan kepada lrjen Dephan, sesuaiformat terlampir.

b) Laporan kunker Athan dilengkapi dengan fakta
pendukung yang aktual dan dapat di pertanggungjawabkan
serta dilampiri hasil dokumentasinya.

c) Membuat laporan intisari Kunker Athan,oyang ditanda
tangani lrjen Dephan untuk disampaikan pada kesempatan
pertama kepada Menhan Rl.

Kunjungan kerja ke lndustri Strategis Pertahanan

1) Tahap Perencanaan. Dalam menyusun perencanaan kunjungan
kerja perlu melakukan koordinasi dengan instansiterkait antara lain .

a) Ditjen Ranahan Dephan dan Biro Humas Setjen Dephan
untuk mendapatkan data dan peraturan Badan Usaha Milik
Negara lndustri Strategis baik pemerintah/ swasta.

b) Departemen Perdagangan dan lndustri untuk
memperoleh informasi tentang Pangsa pasar dan kualitas
industri strategis.

2) Tahap Persiapan.

a). Menyelesaikan kelengkapan adminlstrasi meliputi :

(1) Rencana Kunker Industri Strategis Pertahanan
(2) Jadwal Kunker lndustri Strategis Pertahanan.
(3) Program Kunker Industri Strategis Pertahanan.
(4) Pemberitahuan kepada Badan usaha lndustri
Strategis yang menjadi obyek Kunker dengan tembusan
lnstansi terkait.
(5) Perlengkapan dan Administrasi perjalanan dinas.

/  b)  Rapat . . . . .
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b). Rapat koordinasi intern dipimpin pengendali Tim untuk
membahas hal-hal yang perlu disiapkan pada pelaksanaan
kunker antara lain '

(1) Kesiapan Tim tentang administrasi, anggaran dan
bahan kontak berupa plakat ltjen Dephan.
(2) Kesiapan obyek dalam penerimaan Tim.
(3) Arahan Pengendalitentang hal-hal khusus.

Tahap Pelaksanaa

a) Pengecekan terhadap legalitas meliputi perijinan yang
harus dimiliki perusahaan dan kualitas produksi tentang
sertifikasi produk dari instansi berwenang yang dapat
mendukung pembangunan kekuatan pertahanan.

b) Pengecekan terhadap kemampuan perusahaan untuk
dikembangkan dalam industri pertahanan nasional.

c) Penjajakan terhadap kemungkinan dapat dirumuskannya
kerja sama untuk kepentingan Pertahanan.

,ti

Tahap Pelaporan

a) Laporan hasil Kunker ke Industri Strategis Pertahanan
menjadi tanggungjawab Ketua Tim yang di selesaikan paling
lambat tujuh hari sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan tugas
dan di sampaikan kepada lrjen Dephan, sesuai format terlampir.

b) Laporan kunker lndustri Strategis Pertahanan dilengkapi
dengan fakta. pendukung yang aktual dan dapat di pertanggung-
jawabkan serta dilampiri hasil dokumentasinya.

c) Membuat laporan intisari Kunkbr lndustri Strategis
Pertahanan yang ditanda tangani lrjen Dephan untuk
disampaikhn pada kesempatan pertama kepada Menhan Rl.

Kunjungan kerja khusus

1) Kunjungan Kerja misi perdamaian dunia.

a) Tahap Perencanaan. Dalam menyusun perencanaan
kunjungan kerja misi perdamaian dunia perlu melakukan
koordinasi dengan instansi terkait antara lain :

4)

d)

t  (1 )  D i t jen  . . . . .
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(2) Laporan kunker misi perdamaian dunia direngkapidengan dokumen pendukung yung uktr;i Can Oap"at bipertanggungjawabkan serta difampiri hasildokumentasinya.

(3) Membuat raporan intisari Kunker misi perdamaian
dunia yang ditanda tangani lrjen kepada Menhan Rl.

2) 
. fulkT dengan tujuan tertentu. Mencari data dan informasi keInstansi terkait alas petunjuk. pimpinan oentan 

- 
perencanaan,persiapan, pelaksanaan dan 

-pelaporan 
disesuaik-an dengan Tormatterlampir.

a) Tahap perencanaan. Dafam menyusun perencanaan
kunjungan kerja perru merakukan t<oordinasi o"ngun instansiterkait antara lain :

(1) _Ditjen Dephan terkart untuk mendapatkan datadan informasi sesuai petunjuk pimpinan.

(2) Mabes TNr seperti pusat Misi pemeriharaan
Perdamaian Mabes TNr, apabira Kunker Khusus berkaitandengan pasukan perdamaian.

(4) Depru apabira berkaitan dengan Athan Rr dinegara akreditasi.

b) Tahap persiapan.

1)' Menyefesaikan kerengkapan administrasi
disesuaikan dengan format terlaripir mefiputi :

(d) Rencana Kunker Khusus.

(e) Jadwal Kunker Khusus.

0 program Kunker Khusus.

(d) pemberitahuan kepada Instansi terkait
dengan obyek Kunker sesuai petunjuk pimpinan.

(9) perlengkapan dan Administrasi perjalanan
dinas dalamlluar negeri.

2). Rapat koordinasi intern dipimpin pengendali Timuntuk membahas hal_hal yang perlu disialkan padapelaksanaan kunker antara lain :

I  (a)  Kesiapan.. .
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(a) KesiapanTim tentang administrasi,anggaran
dan bahan kontak yang diperlukan atas
persetujuan pimpinan.
(b) Kesiapan obyek dalam penerimaan Tim.
(c) Arahan pengendalitentang hal-hal khusus.

c) Tahap Pelaksanaan

3) Pengecekan terhadap kondisi pasukan, sarana
dan prasarana pelaksanaan tugas dilapangan.

4) Pengecekan terhadap kesiapan mental dan pisik
serta tenaga pengganti bagi pasukan yang tidak dapat
melanjutkan tugas di lapangan.

e) Tahap Pelaporan.

(1) Laporan hasil kunker dengan tujuan tertentu
menjadi tanggungjawab Ketua Tim yang di selesaikan
paling lambat dua belas hari sejak tanggal berakhirnya
pelaksanaan tugas dan di sampaikan kepada lrjen
Dephan, sesuai format terlampir. 

.i,
(2) Laporan kunker dilengkapi dengan dokumen
pendukung yang aktual dan dapat di pertanggung_
jawabkan serta dilampiri hasil dokumentasinya.

(3) Membuat laporan intisari Kunker yang ditanda
tangani lrjen Dephan kepada Menhan Rl.

11. Dukungan Logistik kegiatan Kunker.

a. Membawa perlengkapan perorangan dinas/sipil sesuai kebutuhan.

b. Membawa bekal termasuk obat-obatan untuk keperluan tim selama
berada di kawasan perbatasan

c. Transportasi.

1) Menggunakan pesawat udara menuju ke kota besar yang
terdekat dengan wilayah perbatasan dan dilanjutkan dengan angtiutan
lokal menuju sasaran kunker.

2) Biaya transportasi pesawat dan angkutan local Kunker di
dukung anggaran ltjen Dephan.

d Penyiapan data Kawasan perbatasan, Atase pertahanan, Badan usaha
industri strategis pertahanan dan kunjungan kerja khusus sebagai bahan
penyusunan PKPT disiapkan oleh lr ltjen Dephan terkait.

td . Lain- la in . . .
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e. Lain-lain

1) Membawa perlengkapan dokumentasi berupa kamera untuk
merekam fakta dan data aktual di lapangan.

2) Diutamakan keselamatan perorangan dan materiel selama
pelaksanaan kunker dengan memperhatikan pengaruh iklim dan
cuaca.

3) Menjunjung tinggi adat istiadat penduduk dan ketentuan
peraturan lintas batas wilayah Negara. i

4) Membawa referensi kunjungan kerja sebagai dasar hukum
dalam pelaksanaan tugas.

BAB - IV

PENUTUP

12. Petunjuk teknis ini dikeluarkan, sebagai
kerja ltjen Dephan. Hal-hal yang belum diatur
sempurnakan kemudian.

''t)

pedoman pelaksanaan kunjungan
dalam petunjuk teknis ini akan di

Dikeluarkan di Jakarta

Kepada Yth :
Ses, lr ltjen dan Kabag ltjen
Lingkungan ltjen Dephan

Tembusan Yth :

1. Menhan Rl
2. Sekjen Dephan.

{"ffi

AL TNr(MAR)
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BAB tr

PELAKSANAAN KUNKER

Umum
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: *) Disesuaikan dengan obyek kunker



o)c
o

Y
::
C
ut
c0
J

o_
od

U>
c
o
L

0_

$
(s

P

l
'a
(l)

3
(I,
f
U)

N
s$€gsf
m d-c i
J O G '
O - Y \ l

E
:J
o

e ef l
6 9 ^
kd f f
< E V

m d d
J ( l ) ( 5
I L \ ( Y

ac
o
0_

F-
Fz

(o c c
((t sl-rr 

o --r
- d a f +
sJ v _tP
= > r u
c o  d r i
J ( l ) ( U
t L )< \ (

c c :

EE
.Q. .9 =

FFS
m  c i d
J O ( E
O - \ ( \ (

5
E
F
tt
c o' - ( { t c

8-€8
o t r : J
o<Y
c0 ci ri
J ( D ( t '
O - : ( \ (

oS
bs

c c ( I ,
o : ( f ,

ss E
zm+
c 0  d d
J O ( U
I L Y ! (

{I'
Lg
l

s€
( E ( I

v r
J o
6 F
f L

:Egg
3-=F
c 0  d _ o
J ( l ) c t
O - V \ <

'a
c
o
o_

o
:l
o
ct
o-

rr)

{t
=
E
$

3 3 .s

E E-g
A U ) Y
d] ci -ci
J ( D O
0_vY

E
.a .aPgs$
O  c i x i
J O c t
0 _ v \ l

c
Fii.o I

,Fs$
c0 ci -ci
J ( D ( E( L \ < Y

tr
FeE
g5C
c 0  o d
J ( l ) ( 6
LY \c

E
g ( , ) 9qE B
>5Y
m  c i r i
J ( D ( E( L \ l v

E
g
c

E pE
€E c t
E r d 0 )
- - A
LLI uJ L

co d -ci
J O c t
o_Yv

c
n]€
c
m

' \ u t
rE8-|r

co  o r i
J O ( E
o_:cY

ac
o
Lo-

=
.g
E

lif

L

c t ?
c
ec
.!+ f ct

F€d
d v s
m  c i d
J O ( E
o- )c \<

.=

. -  ^ r
Q Y  c
+{ o( I '( D  ( - L
c F a )' - - , lX .V

V) aJ-t L

mc i r i
J ( D f i '
( L Y ) l

o)
c
(g
a
0)

PE
f N O' F o C
R : t 0 )
#oam
C0 <: -ciJ o o
o _ Y v

3 a

$ge"
f;E$
m  c i d
J o a t
I L : ( Y

:(s
E
0)a ?.a
r ' ) o  cc  a x
:]  ( ' )c

F#s
m  c i a
J ( D $
O . \ < \ l

CD
.c
c
-v
SE.o
; f i8
iir- (l
--lz c
- f 0 )
Dcom
I ]  c i d
J ( D ( I '
L Y \ (

o)
g
J
= a

E*E
Y i 5 s r

EEE
cud r i
J O o
o_:<  v

6
c'5

e
o-

L

:f

E
F
c
{E

#
c
N

E
iE
Y

(9

.=
orr- \
f t t g

F f
f t l r  - r
zcg .
t l ,  S t .L

!gs
C0 ci -ci
J O a t
CL\< \<

C

$tu
tr oo$
F ste
$58
m cj -ci
J O ( I '
O - \ l \ l

$Eg
558
c 0  d dJ O ( u
O - Y \ l

(t)
c
$t( J c ' ,
c c

As8.- c G t

gfE
: f ( t , J
a a z
m  c i d
J O ( s( L Y \ .

O ) -  -

E 8,8

"sF50  c t r i
J O ( g
f L : l \ c

--t I
5 .  1 c
j3E
F€A
_q: :
m  c i - d
J ( D ( d
O:< : (

o)c
o q  _
( J - =  L

= 3E
P€C
332
m  o ' d
J O ( U
L \ ( V

a)
c
o
L

0_

N
L

fi
c
o

#

c
(5

E
6v

(\
+u)
.-- fit
$  r - O
EEE
. ( l ) ( E o= o_a
fn <:r i
J ( I } ( t '
0 -Y \<

a
G

r . O
:E  E
t ( ( s ( s'J O- U)
m o d
J ( l ) ( x t
0 - Y \ <

b
a
E

c c f / /( s ( I ' ( 5
cT) O)-O
. s . g  E' F ( U ' ( s

a v l v l
m  d d
J O ( U
0_v : l

F- a

s
E giz(u (s
o)_o

:< .E t r
C  ( E ' ( U
4 v t U )
m ct -ci
J ( D C '
o- :cY

oc
G'

9'E g
= J C

EES
n  ( J - d
J ( l ) ( I 5
L : < Y

Po
SF
do-9' = 9 c

gsf;
m  d d
J O a t
&v\c

ct)
c(U

FEE
n r ( s O )
i 5  0 - c
d ( E  Q
nam
!  d r i
J ( D ( U
I \ < :<

oz r ol (f) v n (o

E,

or,u
z
v.
S - r rzsl
101
d l ( / ) l

d.5l
effil
I lF l'<11
nzl

331
F -r l
z<l
=zl
tn9l
PHI
<<l
Frlz
tr
F
IL

o



:
f(E

om
$
<')c
(It
z.
co
J
o_
(o

f-

@

!o

r
(\,
-

.Ym+o
9 > r ( f
-Y  (D

60tu
m o - o '
J O C t( L Y : <

E
f

( t t ( U E
q X o )

m o r i
- J O ( u
L : < V

- -9
6 0 : f

FF$
f i f i>
co o -o'
J O ( s
o - Y : l

c)
l<

= f ( U

4+b
dm>
m o -cj
J O ( u
o_ :<Y

5=
.9,.9

_90CI
o - c  E
o o o
6Bd
Eom
co o -ci
J O O
O - Y Y

E:AE
( 1 ' U t J

o - c  c
= o q )
Y > >
. - ( ) o
=mm
m (J-o '
J O $
O . Y Y

tf

g

=
PF:=
f E o
= o ( o
: ] G Y
oY-=
mo-c i
J O O( L>< \<

-c
$ s . '

^ o f
E'>:

L

&F I
b 6P
( / )  l ' - :

aO o -ci
J O $
I L : < ) <

x
0)
a
l < L

j  ( O : =
oc+c<*
l r l  ^ 'c
o E"g:
q e3
i c l '
m  d - d
J ( l ) $
f L \ < Y

{
o
a

gff=
5  c =
o d !o ; :E
fi F5
io  c
m d r i
J ( I ) $
( L Y : l

L

f,

E
L C C
: f , ( u $
( I ' . =  . =

>mm
m d - c i
J O $
O - Y Y

t-
f

-.E
c F
G _ -

i .E E
L - e

3frfr
m o r i
J O O
O - \ ( V

L
C f
$ c
c i -m!.
v ( U ( s

Fcom
m ci -ci
J O ( u
( L Y Y

ss5
$ t
l F -
- L L

Esg
- L L

frmm
m  d - d
J ( t ) C t
O - Y Y

(f)

c
o r c  I
F EE
- o f i t =

-5VZ
6 c i r i
J O ( $
o -Y \ (

.9,
_o

L

c _ o

FEE
f ( s =gEz
cO o.ci
J O O
( L Y : l

'c
o
E' S
FFE
E=5
612
aoo r i
J O ( s
O - Y Y

c
s
3c
f i  e-9
P€1
3jz
m o r i
J O $
o- :<v

c{
g,Pte
bQ e
FE F
f i rus )
m or i
J O G
O - Y Y

5 p' i l
E6e

EEE
m o -d
J O ( E
o - :<Y

. 9 F =

s$p
s33
m o c i
J ( l ) f i t
O - Y Y

:J
:t
I
=
Sp

.o5F
: 3  ( I ) . =

+)<co
m c i r i
J ( l ) G I
o - \ l \ (

J -

c5
$ - r
(! :lm 9. '
$  i . ' c
cD=  f i ,

( t r  ( l ) .=
2Y@
oor i
J ( l ) $
O - Y \ <

:

F Ss
F5o
C # ; -
a-  ( l ) .=
d ) Y U )
CO o -o
J O ( 0
o- ) l : l

(')
c( s  : _' F  : 2
o - g J
L '9 r
O;K
EEE
O J ( q
>o- \<
m or i
J O ( [ '
o - :<Y

. )
_ : =
o : E

a "  a
i ;  g ,E

= : f ( 5j  L :<
m c i r i
J ( l ) ( U
o- )<v

r @ O) r
r N cr) r.o



E,

=
F

w

t,'

t r

(o

|f)

tf

L

J

E
tr
c c

v o $otsF
oaom
m ci-ci
J O ( I '
( L ) t \ <

(f,

ct

EE
Ei
mo
pE3
gfiE
o  d r i
J O ( s
o .YY

(o



sffir-, r;rlilur*rr* rEKNrs KUNJUNGAN KERJA
TANGGAL: 

,o*

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
? r

DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

pT DTRGANTARA tNDOItEStA (PERSE RO)Pr PAL IND^oNEql4 iFen5elolPT PfNDAO pedsenolpr LEN rNDjg_!1 drCsEhol
PT tNTf (PERSERo)

PT DAHANA (PERSE-{o)

NOMOR : NK i OJt UZO06

TENTANG 
J}

PEMBTNAAN INDUSTRI PFRTAI-IANAN

PEMANFAATAIY.?JII.IEIVGE-J#&:-OqUKBARANGDANJASA
BUMN UNTUK MENDUKUTVC PCCTNHNilNTV T,TNSIONAL

f333,';:',[ilTl' $iXnmy*;fi; lJ ,;i*ffi [#i:l ji;",*i,;;il ro, - 0 1 _
1' Nama : Letnan Jcnderar rNr $jafrie sjamsoeddinJabatan : sekretaris Jenderaro.ip"rt"ren pertahanan RlAramat : Jr' Merdeka Barat li-'ri'ilkarta 10110
Dalam har ini bertindak untuk dan atas llma Departemen pertahananRepubfik fndonesia, seranjutnya Ji**rrt prHAK 'ERTAMA.
2. para Direksi BUMN sebagai berikut :

Nama : Muhammad Nurif Fuad
Jabatan : Ctr. Direktur Utama
Alamat : Jt. pajajaran fVo. il4 Bandung ,40174

Dalam har ini bertindak untuk dan ahs nama pT Dirgantara Indonesia (persero)



Jabatan : Direldur Utama
Alamat : Ujung, Su;abaya 60155

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PAL Indonesia (persero) ;

4. Nama : Budi Santoso
Jabatan : Direlctur Utama
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 517, Bandung 4OZg4

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pr pindad (persero)

5. Nama : Dodi Hidayat Rivai
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Sukarno Hatta No. 442 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pr LEN lndustri (persero)

6. Nama : Said Firman
Jabatan : Plt. Direktur Utama
Alamat : Jl. Moch. Toha No. 77, Bandung, 4A253

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pr lnti (persero)

7. Nama : Tanto Dirgantoro
Jabatan : plt. Direktur Utama
Alamat : Jl. Basir $urya pO. BOX. 111, Tasikmalaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pr Dahana (persero)

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK KEDUA
Selanjutnya Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut pARA
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjeraskan hal-hal sebagai berikut :

1' bahwa - PIHAK PERTAMA adalah pembina industri pertahanaR secara
nasional Nomor : 3 Tahun 2AA2 tentang Pertahanan Negara pasal 16 dan
pasal 23.

2. bahwa - PIHAK KEDUA adalah perusahaan-perusahaan yang bernaung di
bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negiara yang U6rg;ak di bidlnt
Industri Pertahanan matra darat, laut dan udara ierti sarina pertahanan
lainnya, yang memiliki kemampuan di bidang rancang bangun, rekayasa,
produksi, sarana pemeliharaan/perbaikan produk-produkpertahanan
tersebut termasuk sumber daya manusia (SDM) ying pot6nsial rjntuk dibina
secara berkelanjutan.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurufl dan 2 di atas,
PARA PIHAK setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang pembinaan



Industri Pertahanan dalam pemanfaatan dan pengembangan produk barang
dan jasa bumn untuk mendukung Pertahanan Nasional.

Pengembangan Produk barang dan Jasa BUMNIS bidang Pertahanan untuk
mendukung Pertahanan Nasional yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat
syarat sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Kesepahaman ini bertujuan agar PARA PIHAK dapat saling mendukung
dan saling terlibat secara berkelanjutan dalam hal pembinaan dan
pemanfaatan industri yang meliputi perencanaan, pengadaan, rekayasa dan
rancang bangun produksi dan pemeliharaan/perbaikan terhadap AIut Sista
maupun Alat Peralatan (Alpal) Kebutuhan TNI dan komponen pertahanan
lainnya, guna menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas
kesiapan/kemampuan tempur serta kemandirian sistim perhhanan
nasional.

PARA PIHAK mempunyaietikad baik dalam melaksanakan Kesepahaman.

Pasal 2

Kesepahaman ini meliputi :

(1 ) Pembinaan BUMN Industri Pertahanan nasional di bidang perencanaan,
pengadaan, rekayasa dan rancang bangun, produksi serta pemeliharaan
Alut Sista maupun Alpal Kebutuhan TNI serta komponen pertahanan
lainnya.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
akan mengutamakan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh PIHAK
PERTAMA akan mengutamakan produk barang dan jasa yang dihasilkan
oleh PIHAK KEDUA

Dalam hal pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh PIHAK
PERTAMA dari luar negeri, maka PIHAK PERTAMA akan melibatkan
PIHAK KEDUA. sesuai fungsinya masing-masing untuk mendapatkan
tambahan di bidang teknologi Alut $ista dan Alpal Kebutuhan TNI serta
komponen Pertahanan lainnya.

PASAL 3

(1) Tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
a. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam proses perencanaan strategis Alut

Sista dan Alpal Kebutuhan TNI serta komponen pertahanan lainnya.
b. Mengutamakan produk barang dan jasa PIHAK KEDUA dalam

proses pengadaan alut sista dan alpal TNI serta komponen
pertahanan lainnya.

(2)

(3)



(2)

c. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengadaan Alut Sista dan Alpal
Kebutuhan TNI serta komponen pertahanan lainnya yang berasal
dari luar negeri dalam bentuk muatan lokal (Local Content), termasuk
kerjasama produksi serta pekerjaan imbal dagang, imbal beli
dan/atau offset sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki
PIHAK KEDUA.

d. Mendukung PIHAK KEDUA dalam kegiatan rekayasa serta rancang
BANGUN Alut $ista dan Alpal Kebutuhan TNl, khususnya di bidang
industri pertahanan termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan
untuk mencapai kemajuan teknologi dan industri.

e. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pemeliharaan, perawatan
dan perbaikan Alut Sista dan Alpal Kebutuhan TNI dan komponen
pertahanan lainnya untuk kepentingan pertahanan.

f. Membantu dan melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan
sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk peningkatan teknologi
pertahanan.

g. Membantu PIHAK KEDUA dalam penyelesaian administrasi
perizinan dalam bentuk perlindungan terutama terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan regulasi yang diberlakukan untuk kepentingan
industri pertahanan.

h. Membantu Pll{AK KEDUA dalam kegiatan promosi dan
pemanfaatan produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh
PIHAK KEDUA,

Tanggung jawab PIHAK KEDUA.

a. Berperan aktif dalam proses penyusunan perencanaan strategis
yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, khususnya yang berkaitan
dengan teknologi pertahanan.

b. Membantu PIHAK PERTAMA antara lain dengan memberikan
masukanlsaran dalam kegiatan penyiapan, serta mengikuti
pengadaan Alut Sista dan Alpal Kebutuhan TNI termasuk sarana
pertahanan lainnya baik melalui pengadaan dalam negeri maupun
luar negeri,

c. Mendukung pelaksanaan kegiatan rekayasa dan rancang bangun
Alut Sista dan Alpal Kebutuhan TNl, termasuk kegiatan penelitian
dan pengembangan untuk mencapai kemajuan Teknologi dan
lndustri.

4



(1)

d' Menyiapkan fasilitas yang dimiliki termasuk sumber daya manusia,
agar mampu melakukan rekayasa dan rancang bangun, proouksi,
pemeliharaanlperbaikan Alut sista dan Alpal reoututran rrut.

e' Membantu P|HAK PERTAMA dalam kegiatan pemeriharaan,
perawatian danlatau. perbaikan materiel ruut sisti a"rr 

-nip"i

Kebutuhan TNI serta kegiatan penefitian dan pengembangan saranapertahanan.

f . !!"ngikutsertakan dan membina sumber daya manusia yang
dianggap mampu dan ahli secara berkesinambun;;: dalampendidikan dan/atau pelatihan dengan menyediak;n Gil"il yang
dibutuhkan, terutama dalam -r,anqkl menyiipkan kejentingan' alihteknologi Alut sista dan Alpal reuutJrrCn TNI serta 

- 

""r"n,pertahanan lainnya dari luar negeri.

g. Mengembangkan kemampuan Industrinya menjadi,psudtu industriyang mampu memenuhi kebutuhan sarana pertahinan nasional.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut secara rincidalam setiap pefaksanaan lingkup Nota
Kesepahamam ini termasuk didaramnya segara biaya yang ,n,ingkin timuutd.l persyaratan Jain y?ns diperlukan, ikan diiuangkin oaiam suatuperjanjian/kontrak tersendiri yang akan ditandatangani 6leh PARA piiex
dengan tetap berpedoman kepadi Nota Kesepaharian ini.

Bjaya yang timbul setama persiapan pelaksanaan Nota Kesepahaman iniakan menjadi beban dan tanggung jawib masing-masing pihak.
(2)

Pasal 5
PARA.P.IHAK sepakat untuk bertemu secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu)kali dalam setahun, guna mefakukan evaluasi atas 

-pefatsinaan 
NotaKesepah.aman ini serta membahas hal-hat. lain yang diperlukan dalam rangkamewujudkan dan meningkatkan kerjasama ini.

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku unrrL selama masa 4 (empat) tahunterhitung sejak tanggalditandatanganioleh PARA plHAK. \ '-

@ Jangka waH.u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diubahsepanjang disepakati secara tertulis 6bh PARA 
'pntAx 

l"nb"n suatupemberitahuan. ya:19. disampaikan secara tertulis selambat-lam[atnya s0(tiga puluh) hari sebelumnya.



(1)

(2)

(1 )

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang
menim_bukan perbedaan pendapat danTatau perselisihin, maka pAnn
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk
mencapai mufakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang_
undangan negara Republik Indonesia,

Pasal 8

Nota Kesepahaman .ini ditandatangani oleh pARA PIHAK diatas materaiyang cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PI PAI- rNooNE$tA (PERSERO)'
, DIRI;KTUR UTAMA; l,,l n, , ,

FIHAK i<EDIJA;

?I DIRGAN'I':1RA1f.I g O N ESIA
. (PERSERO) . ,  

' : :

-Ctr. DIREI,TUR UTAMA, .

,W rilSd i;,{.-'U, qt€ {trri
MUllr\1lrl ti'lAD i! lJRl L trUAD

ADWIN i'I, SURYOHADIFROJO

Pl '  . i {NDAD ( : ' I :RSFRU)
. ,1 " i {L : -K fU i :  t ;TAMAT

.'lrt-,J-
', r'rli-.tf

PIHAK PERTAMA,

;MEN., P E.RTAHANAN.R,I

JA$.FP.'.Fgg.IN
JENDFIRAL TNI

' '  
f

.rw
t



PT LEN IhjDUSTRI (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

, v

DODI HIDAYAT RIVAI

PT rNTl (PERSEF.O)
PLT. DIREKTUR UTAMA .

f

W
SA,ID FIRMAi{

PT DAHAN,a, (PERSERO)

TANTO DIRGANTORO ,dr

7
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